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A. Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 di jelaskan dalam BAB VI tentang
keuangan desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan
Pembangunan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kampung Medan Nomor
3 Tahun 2016.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kampung Tengah Tahun
2016.



